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Abstract

Sexual crimes have many types and terms. In addition, cultural differences can create different perceptions
of sexual crimes. This article discusses how western views and Islamic views detail the types of sexual
crimes. This study uses a philosophical normative approach, comparative analysis method, and qualitative
research methods of literature in figh and zawajir books. Then the results are compared with various types
of sexual crimes in Western terms. Through it, the meeting points and differences between the two views
made clear and solutions to understanding unwritten Islamic law. It is important for adherents of these two
views to understand each other before having a dialogue on deeper themes.

| Keywords: Sexual Crimes; Islamic law; Western Law |

| Abstrak |

Kejahatan seksual memiliki banyak jenis dan istilah. Perbedaan kebudayaan juga dapat membuat perbedaan
persepsi mengenai kejahatan seksual. Artikel ini membahas tentang bagaimana pandangan Barat dan
pandangan Islam memerinci jenis-jenis kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif
filosofis, metode analisa komparatif, dan metode penelitian kualitatif pustaka. dilakukan dengan mendata
macam-macam kejahatan seksual dalam kitab fikih dan kitab zawajir. Lalu hasilnya diperbandingkan
dengan macam-macam kejahatan seksual dalam istilah Barat. Darinya, diketahui titik temu dan perbedaan
antara dua pandangan dan juga berupaya memberikan solusi terhadap hukum Islam yang tidak tertulis. Hal
ini penting untuk penganut dua pandangan ini saling memahami sebelum berdialog tentang tema yang lebih
dalam.

Kata kunci : Kejahatan Seksual; Hukum Islam; Hukum Barat
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A. Pendahuluan |

Kejahatan seksual memiliki jenis yang
banyak dan kompleks. Jika frase “kejahatan
seksual”, sexual harassment (pelecehan seksual),
dan sexual violence dan sexual abuse dicari
dengan Microsoft Bing, maka akan muncul 25
rekomendasi istilah kejahatan seksual lainnya’,
yaitu: incest (hubungan sedarah), pedophilia
(orang yang mempunyai selera seksual terhadap
anak kecil), rape (pemerkosaan), child sexual
abuse (pelecehan seksual pada anak), human
trafficking (perdagangan manusia), prison rape
(pemerkosaan dalam penjara), sexual assault
(godaan/gangguan/perundungan seksual), domes-
tic violence (kekerasan dalam rumah tangga),
hostile work environment (lingkungan kerja yang
tidak bersahabat), statutory rape, dan sexual
crime, child pornography, substance abuse
(penyalahgunaan obat), zoophilia (aktivitas
seksual manusia dengan hewan), adultery
(hubungan seks perselingkuhan), wartime sexual
violence (pemerkosaan saat perang), violence
against women (kekerasan terhadap perempuan),
indecent exposure (memamerkan alat vital atau
semacamnya di tempat umum), child prostitution
(prostitusi anak), victim blaming (menyalahkan
korban kejahatan seksual), necrophilia (hubungan
badan dengan mayat), dan sexual slavery
(perbudakan sex yang dapat berupa forced labor/
pemaksaan kerja, force marriage/nikah paksa,
paksaan agar istri tetap bertahan dalam ikatan
perkawinan meskipun dia tidak mau, sex
trafficking/perdagangan  seksual, dan sexual
trafficking of children/perdagangan anak kecil
untuk keperluan seksual).

Istilah-istilah asing itu membuat masyarakat
Indonesia merasa minder dan mempertanyakan
bagaimana hukum Islam mengakomodir berbagai
istilah kejahatan seksual tersebut? Masalah tak
berhenti di ranah konsep saja. Di samping itu,
sudah ada rasa tidak puas atas penerapan hukum

! “Kejahatan Seksual,” n.d.,
https://www.bing.com/search?q=kejahatan+seksual &form
=QBLH&sp=-1&pg=kejahatan+seksual &sc=8-
17&gs=n&sk=&cvid=62D462E10BA34EASB8CBEJEB7
1102966.

syariat. Ketidakpuasan tersebut bukan memper-
tanyakan “hukum Tuhan” melainkan memper-
tanyakan efektifitas penegakan hukum tersebut.
Misalnya, ganun jinayat di Aceh, dianggap tidak
berpihak pada anak yang mengalami kekerasan
seksual. Sebuah portal berita online memuat
tulisan:
“Salah satu pasal yang dianggap bermasalah
adalah pasal 52 Qanun Jinayat. Pasal ini
mewajibkan korban menghadirkan alat bukti
dan saksi ketika melaporkan tindak perkosa-
an. Qanun mengesampingkan pentingnya
fungsi pendampingan psikolog atau tenaga
ahli bagi korban perkosaan yang dapat
membantu proses hukum. Padahal, psikologis
korban pasti terdampak dan mengalami
trauma yang akibatkan mereka kesulitan
mengungkap apa Yyang terjadi pada diri
mereka. Kelemahan lainnya adalah persoalan
sumpah berbalas sumpah. Jadi pasal 52
mengatur orang yang menuduh (korban per-
kosaan) dapat mengajukan sumpah sebagai
alat bukti tambahan. Sebaliknya, pasal 55
mengatur orang yang dituduh (pelaku per-
kosaan) dapat mengajukan sumpah pembela-
an sebanyak 5 kali, dengan sumpah yang
terakhir merupakan pernyataan siap dilaknat
Allah SWT jika berdusta. Menurut pemerhati
masalah kekerasan seksual di Aceh, pasal ini
melemahkan proses hukum kasus pemerkosa-
an. Sebab, jika bukti berupa kesaksian atau
visum dianggap tidak cukup, berarti pelaku
bisa melenggang bebas dari tuntutan hukum
hanya dengan mengucap sumpah.?”
Walaupun pernyataan di atas mengandung
kesalahan sebab ada kewajiban bagi korban untuk
menghadirkan alat bukti dan saksi ketika mela-
porkan tindak perkosaan®, tapi setidaknya terdapat
tiga kelemahan dalam ganun yang berkaitan
dengan kejahatan seksual, yakni (1) persoalan

% Rizaldy Reza, “Hukum Syariah, Om Dan Ayah Bebas
Setelah Perkosa Anak Di Aceh?,” Opini Stories, 2021,
https://today.line.me/id/v2/article/JRMxVM.

® Azmi Arafah et al., “Sumpah Dalam Qanun Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan
Bagi Korban Pemerkosaan),” Jurnal llmiah Mahasiswa
Fakultas llmu Sosial & IImu Politik 5, no. 1 (2020).
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kewajiban korban menghadirkan bukti permulaan
untuk melapor?, (2) persoalan penolakan terhadap
bukti yang hanya berupa visum atau berupa
kesaksian yang kurang dari empat orang sebagai
bukti untuk menghukum terlapor dengan had zina,
dan (3) persoalan sumpah yang dapat mem-
bebaskan terlapor dari tuntutan, jika kedua pihak
melakukan sumpah, maka keduanya dibebaskan
dari uqubat/hukuman. pelapor dibebaskan dari
hukuman gadzaf/menuduh zina tanpa bukti dan
terlapor dibebaskan dari uqubat zina yang
dituduhkan padanya yang tidak memiliki bukti
yang cukup menurut syariat®. Lalu apakah tiga hal
ini adalah memang kekurangan dan apakah
kekurangan ini bisa dilengkapi dengan konsep
dari fikih atau dari syariat sendiri?

Kejahatan berasal dari kata jahat, yang berarti
tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang
ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang.
Kejahatan secara bahasa berarti perbuatan yang
tidak baik, sangat buruk, dan sangat jelek. Secara
istilah, kejahatan adalah suatu perbuatan melang-
gar hukum atau sesuatu yang dilarang oleh
undang-undang.’ Definisi ini menitikberatkan
pada pelanggaran norma sehingga pelanggaran
apapun merupakan kejahatan walaupun pelang-
garan itu tidak kejam. Terdapat definisi yang
lebih mengapresiasi moral dan perasaan manusia,
yakni definisi dari Paul Midgdo Moeliono.
Menurut Paul Midgdo Moeliono, kejahatan ada-
lah perbuatan manusia, yang merupakan pelang-
garan norma, yang dirasakan merugikan, men-
jengkelkan, seningga tidak boleh dibiarkan.’
Secara tidak langsung, definisi kedua ini mem-
bagai pelanggaran norma menjadi dua: (1)

* Meri Andani, “KEWAJIBAN MENYERTAKAN BUKTI
PEMULA OLEH KORBAN DALAM PROSES
PEMBUKTIAN KASUS PEMERKOSAAN (STUDI
PASAL 52 QANUN ACEH NO. 6/2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT),” n.d.

® Arafah et al., “Sumpah Dalam Qanun Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan Bagi
Korban Pemerkosaan).”

® Widiyanti Ninik dan Waskita and Yulius, Kejahatan
Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya (Jakarta: Bina
Aksara, 1987). Hal 24

” dan Simanjuntak.B. Pasaribul.L, Kriminologi (Bandung:
Tarsito, 1984). Hal. 45

pelanggaran yang tidak dirasa merugikan dan
tidak menjengkelkan seperti tidak memakai helm
saat berkendara dan (2) pelanggaran norma yang
merugikan dan menjengkelkan sehingga tidak
boleh dibiarkan seperti pengeroyokan. Namun,
berdasarkan dua definisi ini, perbuatan pedagang
kaki lima yang menggunakan badan jalan sebagai
tempat berjualan adalah juga sebuah kejahatan.
Artikel ini memakai definisi pertama karena
dirasa lebih tepat dan mengakomodir semua
pidana. Kemudian kejahatan seksual berarti
pelanggaran hukum vyang berkaitan dengan
berahi.

Adapun hukum Islam adalah peraturan yang
diambil dari wahyu sekiranya ada dalilnya (al-
Qur’an dan Hadits). Hukum syariat ini dibagi
menjadi dua, hukum ‘amaliy dan hukum
I'tigaadiy. Hukum ‘amaliy adalah peraturan yang
menjelaskan bagaimana perbuatan orang mukallaf
(orang yang sudah dewasa dan berakal). Di
dalamnya terdapat pembahasan fikih dan ushul
figh (juga akhlak). Hukum I’tigaadiy adalah per-
aturan 8yang membahas tentang perihal keper-
cayaan.” Namun aspek yang dibahas dalam artikel
ini adalah hukum ‘amaliy.

| B. Metode Penelitian |

Penelitian ini menggunakan pendekatan nor-
matif filosofis, metode analisa komparatif, dan
metode penelitian kualitatif pustaka. Pertama,
penulis akan membandingkan jenis-jenis kejahat-
an seksual yang telah disebut dalam paragraf
pertama dengan jenis-jenis kejahatan seksual
dalam fikih. Kemudian perbandingan tersebut
dianalisa untuk mengetahui seberapa banyak jenis
kejahatan seksual yang sudah diatur dan belum
diatur oleh fikih. Kedua, penulis akan memetakan
kekurangan hukum kejahatan seksual dalam islam
dari beberapa artikel web dan jurnal elektronik
dan mencari solusinya dalam beberapa kitab fikih.
Bila diperlukan, penulis menggunakan analisa
ushul figh klasik.

& Mushthafaa al-Zuhayliy Muhammad, Al-Wajiiz Fii Ushuul
Al-Figh Al-Islaamiy Juz 1 (Damaskus: Daar al-Khayr,
2006). Hal. 286
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Terdapat 48 artikel jurnal yang berkaitan
dengan kejahatan seksual pada tahun 2021.
Mayoritas artikel tersebut membahas tentang
sanksi kebiri kimia/sanksi kejahatan seksual pada
anak dan perlindungan hukum korban kejahatan
seksual khususnya pada anak. Masing-masing 16
dan 10 artikel. Lalu 8 artikel membahas tentang
variasi kejahatan seksual pada anak seperti incest,
pornografi anak, prostitusi anak, pelecehan
seksual secara verbal, dan pencabulan anak oleh
pendidik. Sisanya membahas metode preventif
terhadap kejahatan seksual pada anak dan politik
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Keke-
rasan Seksual®. Adapun penggunaan hukum islam
dalam kajian ini, belum begitu maksimal, meng-
ingat hanya ada tiga judul yang menggunakan
pendekatan tersebut, yaitu: Ketentuan Hukum
Islam Yang Termaktub Dalam Al Qur'an Dan
Hadis Untuk Melindungi Anak Dari Kekerasan
Seksual, Persaksian Keluarga Sebagai Saksi
Pada Kekerasan Inses Menurut Hukum Islam
(Studi Putusan Nomor 4/pid. sus/2017/pn. bnr),
dan Analisis Figh Siyasah Terhadap Hukuman
Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor
1 Tahun 2016). Beberapa artikel itu pun tidak
membahas kejahatan seksual versi Islam secara
umum. Sebelum pembahasan, ada baiknya ter-
dapat sedikit pemaparan istilah.

C. Hasil dan Pembahasan

Jenis Kejahatan Seksual
dalam Islam

Mengingat kejahatan seksual adalah pelanggaran
hukum yang berkaitan dengan birahi, maka kejahatan
seksual dalam Islam adalah semua perbuatan dosa
yang berhubungan dengan birahi. Dari pencarian topik
seksual dalam kitab dosa-dosa besar (al-Zawajir ‘an
Igtiraf  al-Kabair)’® dan kitab Muhadzdzab™,
didapatkan 40 macam kejahatan seksual menurut
hukum Islam beserta dalilnya. Adapun rinciannya,

dan Hukumnya

9 <“Kejahatan Seksual 2021,” 2021, https://scholar.

google.com/scholar?start=0&q=kejahatan+seksual+202
1&hl=id&as_sdt=0,5.

19 Ahmad Ahmad Haytami, Al-Zawdjir An Iqtiraf Al-Kabair
Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987).

' |brahim Al-Syirazi, “Al-Muhadzdzab,” Cairo: Al-Babi
Al-Halabi, 1976.
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Dari 45 kejahatan seksual versi hukum Islam
tersebut, sudah mencakup banyak jenis kejahatan
seksual versi Barat, meskipun belum semuanya.
Larangan menikahi perempuan senasab, Se-
rhadha’, dan mertua sudah mencover larangan
incest (hubungan sedarah). Larangan berhubung-
an dengan wanita lain selain istri sudah melarang
rape (pemerkosaan dan segala derivasinya seperti
prison rape, wartime sexual violence, pedophilia,
statutory rape) dan adultery (hubungan seks
perselingkuhan). Larangan berduaan dengan
lawan jenis dan menyentuh lawan jenis dengan
syahwat, sudah mengakomodir hukum groping
(menyentuh bagian sensitif tanpa izin), sexual
harassment, sexual abuse, sexual violence, dan
child sexual abuse (pelecehan seksual pada anak).
Larangan menyebarkan aib pasangan dan
orang lain, juga sudah meng-cover larangan
pornografi secara umum dan hostile work
environment (lingkungan kerja yang tidak ber-
sahabat). Begitu pula larangan pelacuran sudah
mengakomodir larangan prostitusi secara umum,
child prostitution, human trafficking (perda-
gangan manusia), sexual slavery (perbudakan
seks yang dapat berupa forced labor/pemaksaan

19




“Supremasi Hukum” \Jolume 18 Nomor 2, Juli 2022

Achmad Thorik dan Maulanida

kerja, sex trafficking, dan sexual trafficking of
children). Indecent exposure (memamerkan alat
vital atau semacamnya di tempat umum) dalam
agama islam pun dilarang secara umum, yakni
larangan menampilkan aurat.

Namun, Klasifikasi bagian tubuh yang privat
dalam perspektif barat berbeda dengan aurat,
karena dalam Islam, rambut perempuan baligh
pun aurat. Fikih juga melarang necrophilia
(hubungan badan dengan mayat), meskipun
peneliti belum mendapati keterangan dalilnya.
Demikian pula, fikih melarang zoophilia
(aktivitas seksual manusia dengan hewan).
Beberapa kejahatan seksual versi Barat yang
belum bisa dijerat secara khusus oleh hukum
Islam, antara lain: marital rape (pemaksaan
hubungan badan oleh pasangan nikah), force
marriage/nikah  paksa, paksaan agar tetap
bertahan dalam ikatan perkawinan meskipun istri
tidak mau, victim blaming (menyalahkan korban
kejahatan seksual), dan dowry death (membuat
istri bunuh diri karena tidak tahan dengan siksaan
dari suami). Di samping itu, terdapat poligami
yang tergolong sebagai kejahatan karena dilarang
di beberapa negara tapi tidak dilarang di negara
lainnya.

Di samping itu, ada pula pelarangan kejahat-
an seksual versi Islam yang tidak terakomodir
oleh kejahatan seksual versi Barat. Misalnya:
hubungan sesama jenis, jima’ (hubungan badan)
pada waktu haid atau nifas, jima’ (hubungan
badan) pada dubur istri/oudak perempuannya,
menyetubuhi istri di depan laki-laki/perempuan
ajnabiy lain, kawin kontrak (mut’ah), menikah
tanpa wali dan saksi, menjadi Muhallil, menikahi
perempuan sambil berniat tidak memberikan
mahar meskipun diminta, pilih kasih terhadap
salah satu istri yang dipoligami, meminta cerai
dari suami tanpa alasan yang dimaklumi oleh
syariat, menyetubuhi istri yang masih dalam iddah
raj’i tapi belum diruju’, Ila’ (sumpah tidak
menyetubuhi istri lebih dari empat bulan), sumpah
zhihar, berwali pada orang yang bukan walinya,
menceraikan istri dalam keadaan haid atau
menceraikan istri pada masa suci dalam keadaan
telah dijima’ pada masa suci tersebut, onani/
masturbasi, khalwat (berduaan dengan lawan jenis

atau dengan amrad), melihat aurat lawan jenis,
tidak menutup aurat di hadapan lawan jenis,
menolak menjadi wali untuk perempuan yang
berhak diwalikan dan akan menikah dengan pria
yang kufu’ se-level dengannya, melamar
perempuan yang masih dilamar orang lain,
berhubungan badan di masjid, tidak khitan
padahal sudah baligh. Menariknya, kejahatan
seksual tersebut adalah bukan kejahatan seksual
yang ada hukuman pastinya dalam syariat.
Kejahatan seksual yang tidak terakomodir dalam
hukum barat ini adalah kejahatan yang
hukumannya berupa dosa dan siksa di akhirat.

Klaim Kelemahan Hukum kejahatan Seksual
dalam Islam dan Solusinya

Tidak hanya dalam pengadilan syariah,
pembuktian tindak kekerasan seksual terhadap
anak dan KDRT memang terkenal sulit karena
dilakukan di ruang privat yang notabene tanpa
saksi mata.'® Dalam KUHAP pasal 183 dan 184
pun, ditegaskan bahwa hakim tidak dapat
menjatuhkan pidana pada seseorang tanpa dua
alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa'®. Namun, dalam kasus pemerkosaan,
syariat Islam hanya menerima empat orang saksi
sebagai alat bukti. Apabila bukti tidak berupa
empat orang saksi, maka orang yang dituduh
melakukan pemerkosaan maupun zina, tidak
dikenai hukuman had zina. Justru orang yang
menuduhnya yang dikenai hukuman gadzaf
kecuali bila ia bersumpah /i an.

Had dan gisas bukan satu-satunya konsep
pidana dalam Islam. Sebenarnya, tuntutan had
yang tidak diloloskan oleh hakim jinayat, masih
bisa diperjuangkan dengan cara selain had, yakni

dengan ra’zir®. Jaksa penuntut dapat saja

® Niken Savitri, “PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK | Jurnal Bina Mulia Hukum,” Jurnal Bina Mulia
Hukum, 2020.

¥ Giant K Y Sepang, “Pembuktian Suatu Tindak Pidana

Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP,”

Lex Crimen 4, no. 8 (2015).

Azhari Akmal Tarigan, “Ta’zir Dan Kewenangan

Pemerintah Dalam Penerapannya,” AHKAM: Jurnal

llmu Syariah 17, no. 1 (2017).
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menuntut terdakwa dengan pasal kekerasan dalam
rumah tangga [bila korban adalah anak dari
tertuduh], masuk rumah tanpa izin, dan ancaman
kekerasan.

Hasil visum dan berbagai pendekatan
psikologis dapat diajukan sebagai bukti untuk
ta’zir walaupun tidak dapat dijadikan bukti untuk
qisas dan had. Dalam penentuan fa zir, hakim bisa
saja merujuk pada KUHP sebagai ta’zir atau
peraturan ta zir yang sudah tersedia pada Qanun
dengan tuduhan KDRT, masuk rumah tanpa izin,
ancaman kekerasan, atau pelecehan seksual yang
bukan pemerkosaan maupun zina [karena
pemerkosaan tersebut tidak berhasil dibuktikan].

Hakim memang dituntut untuk mencari cara
agar had tidak terjadi. Hal ini sesuai dengan hadis
aiakind Le Cpaluall e 3508l 15350122 Dj samping itu,
usaha hakim juga dapat dibenarkan oleh kaidah
figh Lsiall & Wasll e ua 5ad) & Uadll Namun, dua
hal ini tidak ditujukan untuk mencegah keadilan
tapi untuk hakim lebih berhati-hati dalam
memutuskan perkara. Oleh karena itu, alangkah
baiknya jika tugas untuk menuntut sekeras-
kerasnya bukan dilimpahkan kepada hakim tapi
kepada jaksa.

| D. Simpulan |

Kedua versi kejahatan seksual menurut Barat
dan Islam, memiliki kelebihan dan kekurangan-
nya sendiri. Alangkah baiknya bila hal itu
dijadikan kekayaan intelektual dan sumber
pertimbangan putusan yang saling menghargai
tanpa mengingkari keunikan prinsip masing-
masing paradigma. Dari penelusuran kitab
zawajir, didapatkan 44 macam kejahatan seksual.
Walaupun macam kejahatan seksual dalam ranah
fikin juga banyak, tapi terdapat 6 kejahatan
seksual versi barat yang tidak terakomodasi,
yaitu: marital rape (pemaksaan hubungan badan
oleh pasangan nikah), force marriage/nikah
paksaan agar tetap bertahan dalam ikatan
perkawinan meskipun istri tidak mau, victim
blaming (menyalahkan korban kejahatan seksual),

Py ls pjan Al del dy N Adnal Blhalas 3 GE

43i N Y17 2013

dan dowry death (membuat istri bunuh diri karena
tidak tahan dengan siksaan dari suami). Adapun
solusi untuk kelemahan hukum kejahatan seksual
dalam fikih, adalah dengan menambahkan
tuntutan za’zir untuk kejahatan tambahan seperti
kekerasan, masuk rumah tanpa izin, ancaman dan
pelecenan seksual yang bukan zina. Kemudian
tidak hanya hakim yang harus pandai mencari
haylah syar’iyah tapi jaksa juga harus pandai
mencari celah-celah untuk meloloskan tuntutan-
nya.
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